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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan implementasi e-government di Indonesia dan Estonia
dalam pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi administrasi
publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis digital. Namun, tingkat keberhasilan implementasinya berbeda
di setiap negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan. Data yang digunakan
merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber relevan lainnya, kemudian dianalisis melalui
studi literatur dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan
dalam penerapan e-government melalui berbagai layanan digital, namun masih menghadapi kendala seperti belum
optimalnya integrasi sistem, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Sementara itu, Estonia
telah berhasil mengembangkan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan efisien dengan dukungan kebijakan
yang konsisten dan infrastruktur yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi e-
government tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan, kesiapan kelembagaan, serta
partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan integrasi sistem, pembangunan infrastruktur, dan
literasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan
signifikan dalam sistem administrasi publik, khususnya melalui penerapan e-government.
Menurut World Bank, e-Government didefinisikan sebagai “Penggunaan/pemanfaatan
teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada
masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus menfasilitasi kerja sama dengan lembaga
pemerintah lainnya” (Azizah & Najicha, 2022).

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi salah satu strategi utama dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena mampu meningkatkan efisiensi,
transparansi, serta kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi
secara optimal (Malkab & Syurkati, 2025).

Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi semata, tetapi
juga menyangkut perubahan cara kerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Pemerintah dituntut untuk lebih responsif, cepat, dan transparan dalam
melayani kebutuhan publik. Dengan adanya e-government, proses pelayanan yang
sebelumnya bersifat manual dan memakan waktu dapat diubah menjadi lebih efisien dan
mudah diakses oleh masyarakat (Abdussamad et al., 2024). Dalam konteks administrasi
negara modern, e-government bahkan telah menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi
yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa e-government menjadi pilar
utama dalam transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, yang
mampu meningkatkan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
(Mansawan & Saiba, 2025).

Di Indonesia, implementasi e-government telah dilakukan melalui berbagai kebijakan,
seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menunjukkan
komitmen pemerintah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik di berbagai sektor.
Berbagai layanan berbasis digital mulai dikembangkan, mulai dari administrasi
kependudukan, perizinan, hingga layanan keuangan negara (Andayani et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya implementasi tersebut masih menghadapi berbagai
kendala yang cukup kompleks. Permasalahan tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi
juga pada kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. Kesenjangan infrastruktur antara
daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan akses internet, serta rendahnya literasi digital
masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, kurangnya koordinasi antar
instansi juga menyebabkan sistem yang dibangun seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa
integrasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi e-government di Indonesia
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masih berada pada tahap pengembangan dan belum sepenuhnya optimal (Yanto et al.,
2025).

Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa implementasi e-government di
Indonesia menghadapi tantangan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. Sistem
pemerintahan yang memberikan kewenangan besar kepada daerah menyebabkan adanya
perbedaan kapasitas dan kesiapan antar wilayah. Beberapa daerah mampu
mengembangkan layanan digital dengan baik, sementara daerah lain masih tertinggal.
Kondisi ini membuat kebijakan e-government yang dirancang di tingkat pusat tidak selalu
dapat diimplementasikan secara merata di seluruh daerah. Akibatnya, kualitas pelayanan
publik menjadi tidak seragam. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor teknologi, aspek
kelembagaan dan tata kelola juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi e-
government (Malizal et al., 2024).

Berbeda dengan Indonesia, Estonia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat
keberhasilan tertinggi dalam implementasi e-government. Negara ini berhasil membangun
sistem pemerintahan digital yang terintegrasi secara menyeluruh, sehingga hampir seluruh
layanan publik dapat diakses secara online(Espinosa & Pino, 2025).

Keberhasilan ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui perencanaan yang matang
dan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Estonia mengembangkan berbagai inovasi
seperti identitas digital (e-ID) yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai
layanan dengan satu identitas, serta sistem pertukaran data (X-Road) yang menghubungkan
berbagai lembaga pemerintah dalam satu jaringan yang aman (Sarjito & Thamrin, 2026).

Dengan sistem ini, proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan minim
birokrasi. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital juga menjadi
faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-government di Estonia (Sabiq et al., 2025).

Selain keunggulan dari sisi teknologi, Estonia juga memiliki kerangka regulasi dan
sistem hukum yang kuat dalam mendukung transformasi digital. Hal ini terlihat dari
adanya kebijakan yang jelas terkait perlindungan data, keamanan siber, serta penggunaan
teknologi dalam pelayanan publik (Rong & Peng, 2023).

Berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam penguatan
regulasi dan implementasi kebijakan digital, Estonia mampu menciptakan ekosistem digital
yang stabil dan terintegrasi. Studi perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan ini
menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan dalam tingkat
keberhasilan implementasi e-government antara kedua negara. Dengan kata lain,
keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan
hukum dan kebijakan yang mendukung (Al-fatih & Sinha, 2023).
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Lebih lanjut, transformasi digital dalam pemerintahan juga sangat erat kaitannya
dengan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk membuka akses informasi kepada
masyarakat secara lebih luas, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih
terbuka dan responsif (Novitasari et al., 2022).

Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kesiapan institusi
pemerintah dalam mengelola perubahan, serta konsistensi dalam menjalankan kebijakan
yang telah ditetapkan. Tanpa adanya komitmen yang kuat, penerapan e-government
berpotensi hanya menjadi formalitas tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik (Malkab & Syurkati, 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan yang cukup signifikan antara Indonesia dan Estonia dalam implementasi e-
government, baik dari sisi teknologi, kebijakan, maupun kesiapan institusi. Perbedaan ini
menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi e-government. Oleh karena
itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya sebagai kajian akademik,
tetapi juga sebagai bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem
pemerintahan digital yang lebih efektif dan berkualitas di masa depan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan
(komparatif). Metode komparatif sering digunakan dalam penelitian administrasi publik
untuk membandingkan kebijakan antar negara (Coetzer, 2022). Metode ini dipilih karena
penelitian ini ingin melihat dan membandingkan bagaimana penerapan e-government di dua
negara, yaitu Indonesia dan Estonia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang
sudah tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta
sumber terpercaya lainnya di internet.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, yaitu membaca, memahami,
dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik e-
government, khususnya yang membahas Indonesia dan Estonia. Studi Literatur bertujuan
untuk membantu peneliti untuk mengetahui adanya penelitian terdahulu yang serupa
termasuk simpulan apakah penelitian yang dilakukan sebelumnya berhasil menjawab
permasalahan yang ada (Ridwan et al., 2021).

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan cara membandingkan
beberapa hal, seperti:
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1. kebijakan e-government di masing-masing negara
2. sistem dan teknologi yang digunakan
3. pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital
Dari hasil perbandingan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan untuk melihat
perbedaan dan kelebihan masing-masing negara dalam menerapkan e-government.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi E-Government di Indonesia

Berdasarkan berbagai literatur yang telah dikaji, implementasi e-government di
Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa
tahun terakhir. Pemerintah telah berupaya mendorong digitalisasi melalui kebijakan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan kualitas pelayanan publik (Wijaya, 2023).

Dalam praktiknya, beberapa layanan digital sudah mulai dirasakan oleh masyarakat,
seperti layanan administrasi kependudukan, perpajakan online, hingga perizinan berbasis
elektronik (Zubaidah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mulai
beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin
digital.

Namun, jika dilihat lebih dalam, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai
kendala. Salah satu masalah utama adalah belum terintegrasinya sistem antar instansi
pemerintah, sehingga layanan yang diberikan masih berjalan sendiri-sendiri. Selain itu,
kesenjangan infrastruktur digital antar daerah juga menjadi hambatan, terutama di wilayah
yang masih memiliki keterbatasan akses internet (Abdussamad et al., 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa implementasi e-
government di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal integrasi sistem serta
kesiapan teknologi yang belum merata di seluruh daerah (Yanto et al., 2025).

Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai kemudahan, penerapannya dalam
institusi pemerintahan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran,
kurangnya kesiapan sumber daya manusia, serta belum meratanya akses teknologi di
berbagai wilayah (Rachmatullah & Purwani, 2022). Selain itu, perbedaan kapasitas antar
daerah dalam mengelola sistem digital juga menyebabkan kebijakan yang dirancang di
tingkat pusat belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat daerah (Malizal et al., 2024).

Di sisi lain, dari hasil pengamatan, penggunaan layanan digital di Indonesia
sebenarnya sudah mulai meningkat, terutama di kota-kota besar. Hal ini menunjukkan
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bahwa masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis digital, meskipun
belum merata di seluruh wilayah.

Implementasi E-Government di Estonia

Estonia dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil dalam mengembangkan e-
government secara menyeluruh, di mana hampir seluruh layanan publik telah didigitalisasi
dan dapat diakses secara online, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta
mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai aspek
administrasi publik (Espinosa & Pino, 2024).

Berbeda dengan Indonesia, Estonia merupakan salah satu negara yang berhasil
dalam menerapkan e-government secara menyeluruh. Hampir seluruh layanan publik di
negara ini telah berbasis digital dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sistem
yang digunakan juga sudah terintegrasi dengan baik, sehingga mempermudah pertukaran
data antar instansi pemerintah (Nguyen, 2025).

Keunggulan utama sistem pemerintahan digital di Estonia terletak pada tingkat
integrasi yang tinggi antar lembaga pemerintah, yang memungkinkan pertukaran data
dilakukan secara cepat, aman, dan efisien tanpa harus mengulang proses administrasi yang
sama di setiap instansi (Coetzer, 2022).

Kemudian Estonia juga mengadopsi penggunaan identitas digital (e-ID) yang
memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan hanya dengan satu akun. Selain
itu, adanya sistem X-Road memungkinkan pertukaran data yang aman dan efisien antar
lembaga pemerintah. Keberhasilan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa
Estonia memiliki sistem digital yang terintegrasi serta didukung oleh kebijakan pemerintah
yang konsisten dalam jangka panjang (Sabiq et al., 2025).

Penggunaan identitas digital menjadi komponen penting dalam transformasi e-
government, karena memungkinkan proses autentikasi yang aman serta mempermudah
masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik dalam satu sistem yang terintegrasi
(Lillemets, 2023).

Selain itu, dari sisi regulasi, Estonia juga dinilai lebih siap dalam menghadapi
transformasi digital dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia (Al-fatih & Sinha,
2023).

Selain faktor kebijakan dan teknologi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
sistem digital juga menjadi salah satu kunci keberhasilan Estonia. Masyarakat sudah
terbiasa menggunakan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
implementasi e-government dapat berjalan dengan efektif.
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Analisis Perbandingan Indonesia dan Estonia

Jika dibandingkan secara keseluruhan, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara
Indonesia dan Estonia dalam implementasi e-government. Estonia terlihat lebih unggul
dalam hal integrasi sistem, kesiapan infrastruktur, serta kualitas pelayanan publik yang
dihasilkan (Pramuditha et al., 2025).

Keberhasilan implementasi e-government di Estonia tidak hanya dipengaruhi oleh
teknologi yang canggih, tetapi juga oleh adanya kebijakan pemerintah yang konsisten,
dukungan infrastruktur yang memadai, serta kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan
layanan digital (Ishak et al., 2024).

Dari sisi kebijakan dan pelaksanaan, Indonesia masih berada pada tahap penguatan
sistem e-government, sedangkan Estonia sudah berada pada tahap pemanfaatan yang lebih
maju. Hal ini terlihat dari masih adanya fragmentasi aplikasi dan sistem di Indonesia yang
belum terintegrasi secara optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan publik
(Sundari & Sartika, 2025). Selain itu, kesenjangan digital antar wilayah juga menjadi faktor
yang memperlambat pemerataan implementasi e-government di Indonesia.

Sementara itu, jika dilihat dari hasil kajian lain, perkembangan e-government di
Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan kemajuan, terutama dalam peningkatan
infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses,
rendahnya kompetensi aparatur, serta risiko keamanan data masih menjadi hambatan yang
perlu diperhatikan dalam pengembangan ke depan (Dewi et al., 2025).

Maka, penerapan e-government yang sesuai dengan prinsip good governance dapat
meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan memberikan layanan yang lebih cepat,
terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat (Azizah & Najicha, 2022).

Di sisi lain, Estonia memiliki keunggulan dalam hal integrasi sistem dan kesiapan
regulasi, sehingga mampu menciptakan sistem pemerintahan digital yang lebih stabil dan
efisien. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-government tidak
hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kebijakan, sumber daya
manusia, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola sistem secara terintegrasi
(Yuliantini & Purnomo, 2021).

Namun demikian, jika dilihat dari kondisi masing-masing negara, perbedaan
tersebut juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan demografis. Indonesia sebagai negara
kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar tentu memiliki tantangan yang lebih
kompleks dibandingkan Estonia yang wilayahnya lebih kecil dan lebih mudah dalam
pengelolaan sistem pemerintahan digital.
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Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi e-government di
Indonesia dan Estonia memiliki perbedaan yang cukup jelas. Estonia sudah berhasil
membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan berjalan dengan sangat
baik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses.
Sementara itu, Indonesia sebenarnya sudah mulai berkembang dalam penerapan e-
government, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti sistem yang belum
terintegrasi, infrastruktur yang belum merata, serta kesiapan sumber daya manusia dan
masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa
keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada
kebijakan yang konsisten dan kesiapan pemerintah serta masyarakat dalam
menggunakannya.

Melihat hal tersebut, Indonesia sebaiknya terus memperbaiki sistem yang sudah ada,
terutama dengan meningkatkan integrasi antar layanan digital dan memperluas akses
teknologi ke seluruh daerah. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap penggunaan layanan digital agar sistem yang sudah dibuat bisa
dimanfaatkan dengan maksimal. Indonesia juga bisa mengambil pelajaran dari Estonia,
terutama dalam hal konsistensi kebijakan dan pengelolaan sistem digital yang terintegrasi,
namun tetap menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan di dalam negeri.
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